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w - DALAM PEMBERIAN KREDIT*
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L '; PENDAH@L@AN

- Kegzatan usaha bank pada dasamya adalah menjalankan fungsz '
' 1ntermedlasz (menjembmam) antara’ kepentmgan subyek ekonomi yang
“memiliki keleblhan sumbar dana (economlc surplus 1nit) dan suoyek
ekonomi yang memerlukan sumber dana (econom:c deficit unit) den gan '
memperhltungkan sehsxh bunga yang pantas. Fungs: menjembatani di
sini menjadlkan bank hams ‘sangat berhati-hati dalam menjaga kepentingan.
dan kepercayaan dari subyek ‘yang memiliki kelebihan sumber dana
dan menyimpannya di bank, tetapi sekaligus memberikan perlindungan
dan pelayanan yang baik kepada subjek yang memerlukan dana untuk
kepentingan usahanya. :

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank terutama
mewujudkannya dalam kegiatan penyaluran kredit yang pada operasionalnya
sangat mengandung risiko yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan
dan kelangsungan usaha bank. Oleh karenanya kegiaian di bidah_g
perkreditan harus dijalankan oleh bank dengan azas perkreditan ;yang
disusun sebagai pedoman intern bank dalam pemberian kredit. Pedoman
kebijakan pemberian kredit ini sesuai dengan amanah Undang-Undang
Tentang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dzubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997.

Sasaran penyusunan pedoman kebijakan perkreditan bank adalah
untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko ‘bank
dengan cara menerapkan azas perkreditan yang sehat. Di sampihg itu
dengan menerapkan kebijakan perkreditan secara konsisten d:harapkan
bank dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak vang
tidak bertanggung jawab dan atau rekayasa dari pihak-pihak tertentu
dalam pemberian kredit. Dengan demikian kebijakan perkreditan bank
harus mampu mengawasi portofolio perkreditan secara ke_sélusjt;h_an

*) Makalah disampaikan pada Seminar tentang Perkreditan, diselenggarakan oleh BPHN
Departernen Hukum dan Perundang-undangan RI, pada tanggal 22-23 Februari 2000 &
Jakarta
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. dengan menetapkan stamiar dalam proses:pemberian kredit individual .

dandi sampmg itu Juga harus mengakornodasa unsur pengawasan intern
dz semnua tahapan proses:: daiam pembenan kredit

_Sebaga1 konsekuéns ogxs dan tugas sebageu otomtas pengawas
bank yang dxpercayakan ki

:termasuk d1 bzdang perkreditan yang pada dasamya meialm penerapan
' pnns1p kehati-»hanan (prudent1a1 pr1nc1ples) Kepada’ bank ’I‘cguan akhir
dan prmmp kehati-hdtlan ini-adalah’ agar ‘bank secara umum dapat
menjaga tingkat kesehatannya sehmgga mampu berfungs; sebagai alat
transmisi ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian: masyarakat
dan, di lain pihak dan'a -masyarakat di bank. [tetap aman.

Bagi ‘bank, kewajlban untuk menerapkan - prm51p ‘kehati-hatian
tersebut ‘menuntut bank membangun manajemen dan’ organisasi yang
baik .dalam’ menjalankan - kegiatan usahanya termasuk mekanisme
perencanaan: dan' ‘pemantauan-- hasilnya. Secara -spesifik di bidang
perkredltan mlmmum bank - harus melakukan hal-hal berikut :

o menyusun orgamsa51 dan manajemen perkredaian

> menyusun kebijakan persetuiuan pemberian kredit;

° ‘mémbangun sistem dokumemasz dan - adrmmstrasz kredit;

. j_'___"membangun sistem pengawasan kredit; dan ..

e mengeioia/menyeiesaikan kredis bermasal_ah secara terencana dan
tealistis. . . \ BMA -

Sebagazmana telah dlsmggunc di- muka seluruh kebijakan intern
bank ini harus disusun secara tertulis dan diwujudkan dalam organisasi
yang memadai seria dilaksanakan secara konsisien dengan konsekuensi
yang teiah dmtapkan oieh Eank Indones;a '

IL ASPEK PENGAWASAN DI mmwe PERKREDITAN

s E = ?encamhmm Pmmﬁp K@haﬁ»imaaﬁ Baiam P@rkreﬁimﬂ

.Sebagaimana telah dxu;mh;a_;r; te;daizu_iu, secara administratif
. setiap bank harns memiliki pedoman kebijakan perkreditan,
Kebijakan ini oleh Bank Indonesia digunakan sebagai salah

167




i satusobyek ‘pengawasan:terhadap bank dalam menjalankan.

kegiatan usahanya secara sehat. Dalam kerangka ini, untuk.

~meyakini - bahwa. azas perkreditan -yang sehat diterapkan.

. oleh bank, Bank Indonesia memastikan bahwa kebijakan

ER A pemredltan bank telah mencanmmkan prinsip kenatz hatzank

o yang Sekurang&:urangnya meliputi : i
i kebijakan pokok- perkreditan; .
rcara ehlialan kuahtas kredit; dan o

_ sttem' In'formam Kredlt maupnn sa:ana lam yang bermfat,
laporan berkala dan pemenksaan iangsung ke bank (on. the_
::'-;spot mspect:on) RTINS

N Secar_a spemflk pehéfap'an'prinsip"kehati~hatian dalam
'_manajernén perkreditan yang harus diakomodasi oleh bank
- mencakup- beberapa ansur. pokok pengaturan, yaita :

Vi -prosedur. pemberian kredit termasuk kewenangan dan
~ isi/klausula perjanjian kredit, kredit yang perlu mendapat.
perhatian khusus, prosedur plafondering, prosedur
penyelesaian kredit bermasalah (termasuk pembentukan.
cadangan penghapusannya), dan tatacara penyeiesaian
agunan yang dxkuasal bank;

o kredit kepada plhak terkait atau tadak terkait dengan
bank atau biasa disebut dengan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK);

¢ konsentrasi penyaluran kredit dilihat dari sudut segmen
pasar, sektor ekonomi dan kegiatan usaha; dan

= kredit yang perlu dihindari.
2. PengaWasan Operasional Perkreditan Bank

a. Analisis Kredit

Pada dasarnya prakiek pemberian kredit oleh
bank kepada debitur harus dilandasi dengan analisis
ya.ng cermat dan meliputi aspek-aspek:

+ * prospek usaha debitur;
*  kondisi keuangan debitur dengan penekanan pada
aris kas:
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Wa_aupun kolektlbihtas kredﬂ: sebagaimana dlurzukan o o

'-;.di aias ‘membawa’ konsekuenm pembentukan PPAP,

1 '-'namun apablla bank: telah melakukan analisis kredit
: '_-'_.5._--'secara memadax dan’ memperhankan aspek administra-
otif o terutama- dam segis agunan “yang tepat dencran

dokumentam yang valid, maka: kewapban pembentukan

L '-_--:PPAP ini -dapat. dikurangi. dengan nilai agunan yang

'..-'tersedaa dan dikuasai’ oleh bank..Dari hal ini dapat'._"_'.-_.....
_1katakan ‘bahwa aspek pemiamn tethadap aplikasi ~ -
kredit memewang peran yang sangat pentmg terlebih .

. ~apabila: didukung oleh sistem mformasx ‘manajemen
A f:-:.-rxsako yang balk oleh bank

5131 pencawasan bank penggolongan

-/ _'.;.ko]ekt:bihtas kredit dan kewapban pembentukan PPAP

" 'yang dﬂakukan oleh ‘bank dlawa31 ‘secara ketat oleh
Bank Indonesza Hal ini dilakukan karena aspek penilaian

b :._._E_I{uahtas kxedxt dan pembenmkan PPAP sangat berpenganth
.'-___pada kO]‘idiSl permodalan bank dan tingkat kepatuhan

.:_-;bank terhadap ketentuan. kehata hatian.

'Baras Makszmum Pemberzan Kredzt

Batas Maksxmum Pemberian Kred;t (BMPK) pada

;,:::éasamya adalah suatu ketentuan yang membatasi bank
u_nmk__menyediakan se;umlah dana kepada pihak tertentu,
. baik terkait maupun tidak terkait, baik secara kelompok

.. maupun . individual (perseorangan atau perusahaan),
yang secara total tidak melebihi rasio tertentil terhadap
modal bank. Dalam hal ini penyediaan dana untuk

_’pihak terkait dengan bank dibatasi sebesar maksimum

.+ 10% .dari-modal :bank, sedangkan -untuk pihak tidak

- terkait ‘dibatasi ‘maksimum sebesar 30% dari modal

- bank. Adapun ?erhitungan dasarnya adalah dari baki
debet tidak termasuk bunga accrual (pendapatan bunga
dari kredit Lancar dan Dalam Perhatian Khusus) pada
pos rupa-rupa. aktiva dan tunggakan bunga pada rekening
. administratif. Dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa
semua penyediaan dana yang melebihi rasio tersebut
dianggap. sebagai peianggaran dan atau pelampauan
BMPE, :
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- Pembatasan penyediaan dana ini dimaksudkan

~'agar bank dapat berfungsi sebagai lembaga intermediasi
. 'secara. efektif dan ‘optimal melalui penyaluran kredit
+ kepada'seluruh komponen masyarakai dan tidak terfokus
pada keiompbkfatau"individ;}ai tertentu. Penvaluran
«kredit kepada ‘mereka yang diatur ‘dalam BMPK ini
" jugaharus dilandasi dengan - azas perkreditan yang

sehat ‘dan .mematuhi beberapa ketentuan tambahan

Lryang 'berszfat iebih hati-hati, mxsainya harus mendapat
; f;"-'--_-'_";pursem_]uan Dewan Kom;sams bank; harus dilakukan
“orrestrukeurisasi dalam wakin 60 hari apabila kolektibilitas

kredit jatnh pada ketegori non-performing loans (kategori
3 ~ 35}, dan apabﬂa penyaluran kredit dilakukan meialui

_ enuty lazn dengan cara swap loan maka kredit tersebut
'j__tetap dzmasukkan dalam kategon BMPK kepada pihak
. 9 terkaxt o

Mes}upun penya}uran kredit “baik kepada pihak

“terkait maupun tidak terkaiz dengan bank dibatasi oleh
‘keténtuan BMPK, namun untuk menyukseskan pro-

gram Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2000,
khusus untuk JCHIS Kredit Program dan pembukaan L/

“C dalam rangka i impor dan L/C dalam negeri (SKBDN)
~'sampai ‘dengan pelunasan tidak dikenakan ketentuan
Cind Pengecuahan ini berlaku apabila bank bertindak
: sebagal pelaksana (executing) dalam kredit Program
“dan apabila bank bertindak sebagai bank pembuka L/

Peng'awasan oleh Bank Indonesia terhadap
pelanggaran -dan. atau: pelampauan BMPK merupakan

NG salah ‘satu prioritas. yang dimasukkan -dalam penilaian
--rencana bisnis bank. Masalah BMPK ini sering mengemuka
- karena penyaluran danamasyarakat dalam bentuk

kredit dianggap sangat sensitif yang menyangkut rasa

“keadilan- dalam upaya penggerakan ekonomi rakyat.

Dalam hal ini pemberfakuan ketentuan secara konsisten
antara lain berupa pemaksaan kepada bank uniuk
melakukan tindakan nyata guna menyelesaikan masalah
BMPK adalah hal vang prioritas
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- d i_ﬁPeﬂyeEa.mé:mn- dan E‘éﬁyéi&sai&a Kredit Bermasalah .

b "'.'_":_'_meiunas; kredn'lyang dltenma dan bank Namun :

B .masalah ml bank harus me 1111(1 rencana undakan

ketentuan perkredltan Dalam hal ini terhadap
- kredit bermasalah’ harus - dilakukan langkah periama
- “oleh bank yaxtu mela}ul penyelamatan kredit apabila
' "debxtor mamh memlhkl 1t1kad cian prospek usaha yang

e 7 ,_Daiam hai tmdakan penyelamatan kredit terhadap

y :':__:debxtur tidak dapat berjalan lancar, antara lain karena

N itur telah atau. daperkzrakan akan mengaiam kesulitan

Sl _"_:membayar pokok dan atau ‘bunga, maka bank dapat

"::melakukan restruktunsam kredlt _Restmkturasasx kredit

.. dapat. dllakukan apabllaa prospek ‘usaha debitur masih
':"':baak Ada pun cara restrukturisasi kredit adalah :

o 'penurunan su}m bunga kredxt
e pengurangan tunggakan bunga kredit;
:f:__="._penguranoan tunggakan pokok kredit;
. ."perpanjangan jangka waktu kredit;
e penambahan fasilitas kredit; - . -
o pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan;

<o ockonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara
- ;gpada Qemsahaan debitur.:

Mengmgat restrukiurisasi kredit dapat berakibat

' pada peningkatan kualitas aktiva produktif dan penurunan
kewajiban pembentukan PPAP, maka restrukturisasi

kredit tidak dapat dilakukan semata-mata untuk tujuan

itu. Oleh karena itu aspek pengawasan terhadap masalah
'_ma mempakan hal yang juga prioritas oleh Bank
Indonesia. Bahkan’ pa.da tmgkat nas;enal dibentuk

173

' E:fSudah merupakan suatu aksmma bahwa debitur harus

menyeiamatkan dan’ atau menyelesaikan kredit
bermasaiah ‘tersebut: dengan cara “yang sudah. d:atur




Ik

" Satuan Tugas Restrukturicasi Kradit di bawah koordinasi

_Bank Indonesia yang bertugas memantau kemajuan

o " “bank daiam meh_ksamkan progn,m restrukiurisasi kredit
. dan aspek—aspek yang tmbul. Hal inj dilakukan untuk
' menyelamatkan kredzt/pendanatan bank dan sekaligus

'memba‘nm debitur memperbaihx Iamer}a usahanya yang

b '__""mengaiami hambaian pada dewasa ini.

Pemﬁbaﬁgan dz &‘ws dxambﬂ mengmaat dalam

-.='-k0nd131 yarekonomzzm seperii sekarang berbagai cabang

kegzatan usaha- masyamkat banyak mengalami masalah

-_.-_..'waiauphn magsih: memlhkz mospek yang baik di masa
- .depan;: Untuk jitns keberhasﬂan Jprogram restrukturisasi
- kredit: diharapkan dapat membantu mempercepat permulihan

ekonomi secara wmum dan secara khuses membanta
masyarakat dalam menyelamatkan usahanya

Dalam hal upaya penyelamatan kred:t sebagaimana

y 'f-f-dmral di atas tetap tldak dapat bergalan dengan baik
_ ”_dan dengan pert:mbangan mencramankan dana bank,
_ ' '_'*_'maka bank dapat me]akukan upaya penye!esaxan kredit

g '::dengan cara, antara }ain A

.' e _melakukan eksekum jamman kredit;

L menyerabkan penyelesalan kredit dimaksud kepada
- pihak berwenang,

° ':.:_Meiakukan penghapusbukuan kredit; dan
e Me!akukan penghapusan tag:han kredit.

PERKEMBANGAN PENGAWASAN KREDIT DAN
MASALAHNYA -

“ Dalam melaksanakan fungsi rp_engaWasan bank khususnya

di bidang perkreditan hingga ‘saat ini, Bank Indonesia mencatat

.beberapa hal penting terutama _yang berkaitan dengan perkembangan

kinerja kredit dan ‘masalah yang ~dihadapi perbankan pada

| umumnya, .
i "-?erkem%;angap Kredit dan Masa]ahnya

"_"Perhembangan perekonommn nas:onai yang dewasa ini
mengalami tekanan berat_t_erutama_}\arma dampak krisis

1
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.-...._menfraiamz ﬂﬁpumna'} Waiaupm secara - umum kondzsa;-_- s

o dsmlklan padz&. saaE ml felah mulai . mengalami berbagai
_'.:.perbaxkan, __namun secara nasmnal masah belum mencapzu B

; bagai hal, ‘misalnya: bank -
mengalami Kesulitan dalam menyalurkan kredit sehubungan
dengan minat pasar yang 'belum dapat menyerap dana bank
dan di lain pjhak suku bunga yang. permah tidak menguntungkan
sehingga menyulitkan sekior usaha dalam menjalankan
f kegaatannya Tikuiditas bank yang sempat mengaiaml gangguan
“karena berbagm isu yang meresahkan masyarakat sehingga
'*dana masyarakat berpmdah tangan yang tentu’ mengakibatkan-
" “-beberapa bank lebih mementmgkan transak51 Jancka pendek
“antar- bank” dar}pada meayalurkan ‘dalam “bentuk kredit;
' -'_‘-‘sektor usaha masyarakat yang terhenti karena’ dampak krisis
yang membuat harga ‘bahan baku menjadl mahal dan di lain
e ' pihak’ kemampuan ‘donia usaha daiam memasarkan produk
j- 'terhambat sehubun;ban de'agan penumnan daya beh masyarakat.

Dar; segl. kolektxb?htas %{redlt perbankan vang sudah
tezsala; iernyata banyak meneimui kendala dalam
'--‘pengembahannya Hal ‘ini, antara lain, disebabkan oleh
- faktor keiesuan pasar produk barang dan _jasa sehingga
debitur tidak mampu mengh;mpun kembah dana yang sudah
*dnnvestamkan dalam  dunia usaha sepem yang mereka
'“'proyez{sz}é;an dan fakior Konsentrasi penyaiuram kredit pada
‘sata atau beberapa sektor usaha tertentu yang sangai rentan
' texhadaxj aejolak perekonomian sehmgga keterpumkan sektor
‘tersebut berakibai langsung terhadap kemampuan debitur
'dalam mengembalikan kredlt

E’ada kedua hal di atas terdapat masalah yang berhubungan
dengan penegakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran
kredit oleh perbankan. Dari segi kolektibilitas kredit, secara
upmum_nasih diterni pelanggaran dan _atan. pelampanvan
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“*BMPK baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait
-"den-:van bank. Masalah ini menjadx perhanan yang vesar baik
“dari- Bank Indonesia sebagai pengawas bank ‘maupun dari
'-'_Pemermtah dalam” hal mz Badan’ Penyehatan Perbankan
“'Nasional (BPPN), yang secara intensif memantau perkembanigan
*penyelesaian BMPK tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian

serius, antara lain, karena sebagian kredit yang melang ggar

... dan atau me]ampaul BMPK tersebut tergolong dalam non-

' "'_._;_:,'performmg ioans Hal ini berarii pada konieks kredit yang

"_berhubunga'z dengan BMPK. terdapat dua masalah sekaligus,

.. yaitu pelanggaran dan atau’ pelampauan BMPK dan penyelesaian
. kred:t non- performmg

i Upaya Penyeiesman

;  Pada sxtuam perehonomlan seperti saat inl. masalah
4 ___BMPK vang sebag;an di antaranya juga terdapat masalah

pengembalian kredit kepada bank merupakan hal yang tidak

B ; mudah untuk diselesaikan dengan segera. Ketidakmampuan
_ 7 debitur dalam mengembalikan kredit karena kesulitan arus
'kas dan di lain pihak sekior usaha yang belum bergerak

‘ .men)adakan masalah 1ni cukup kompleks. Selain itu masalah

. ini juga tidak ter}epas dari kekurang hati-hatian bank dalam

_ 'menyalurkan kredit yang menyangkut konsistensi penerapan

kebijakan kredit maupun dalam skala tertentn diternui

‘campur tangan pemilik atan pengurus bank.

Sebagai pengawas bank, Bank Indonesia secara konsisten

~meminta bank untuk menyelesaikan masalah perkreditan

tersebut dan memantau secara intensif perkembangannya.

- Hal ini tampak baik dari sisi pengawasan bank secara umum
dan pembentukan Satuan. Tugas Restrukturisasi Kredit

sebagaimana diurai dalam paragraf. terdahulu. Terhadap
pelanggaran dan atan pelampavan BMPK dan non-perform-
ing loans, bank diminta untuk menyampaikan rencana
tindakan (action plan) penyelesaiannya. Bahkan kepada
pengurus dan pemilik bank yang terbukti melakukan pelanggaran
ketentuan perbankan dikenakan sanksi yang berat, antara
lain, dimasukkan dalam Dafiar Kredit Macet dan atau

dinyatakan tidak lulus dalam penilaian Fit and Proper

sehaoal nenenme don Qfmv'l-‘pm;lé'ff | S,
& 3 & PR ey
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D1 5181 E’a*nerm ah, BPPN secaaa khusus memmiliki unigooo

fr.erja yang. mengeleia ‘_masa.lah _':;:yang barhubuncan dengan_
 kinerja kredit bank yang berada di bawah ‘manajemen BPPN

dan’ amu Ani-secara mtm dan de“xean ﬁerlakuan yang sama . -

(agual treatment) dengan aank bank iain, Bank Indonesia
memantan’ perkembanganaya i e

v, PENUTUP

Penwawasan bank khususnya c:h bzd'mg perkieditan merupakan
: _hai yang sangat esensial di daiam upaya menmptakan perbankan yang

' sehat baﬁc secara mdustﬂ maupun individoal - bank ‘Hal ini mempakan
program yang ‘sécara. terus menems dxiaksanakan dan: ﬂikembaﬁvkan'
kavena r’;enyamkut kepentmgan yzmg sangat 1uas, baik bagi Pﬁmermtan
sebagau penye!eng ara’ "“;ﬁ:'zvara maupun masyarakat sebagaz pelaku

Keiama;an a“ _.baranfr dan jasa yantr dldukuﬂg oleh kelancamn
arus dana dari masyarakat ke bank dan sebahknya mempakan prioritas
pembangunan infrastruktur sistem pembayaran yang pengawasannya
menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Oleh karena itu, masalah
perkreditan yang langsung berhubungan dengan kelancaran arus barang
dan jasa melalui perbankan dan me“ijam salah satu parameter pergerakan
sektor ekonoml masyarakat harus seialu dlgaga kelangsungannya satu
dan” lain me}qim penegakan ketmtuan dan -~ konsistensi’ penerapan
kebljakaa ‘perkreditan. Melalui*sarana ‘ini,’ “kepercayain masyarakat
terhadap dunia perbankan yang' berfungs; ‘sebagai intérmediasi antara
kepemmwan masyarakat -yang “surplusdan: deficit- dalam’ peaoerttan
ekonomi diharapkan akan selalu terjaca =






